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DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan madrasah, pemerintah dapat mendirikan
madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
menegerikan madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Agama tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan
oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5137);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1202);

12.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi
Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325
Tahun 2011);

13.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN
MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

© % N o a

Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang
selanjutnya disebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian
kelembagaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
selanjutnya disebut Penegerian Madrasah adalah kegiatan peralihan
status Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyvah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK) dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat
menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan
dengan kekhasan agama Islam yang mencakup RA, MI, MTs, MA, dan
MAK.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah adalah Kementerian Agama.

Menteri adalah Menteri Agama.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

BAB II
PENDIRIAN MADRASAH
Pasal 2
Pendirian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan

persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan
aparatur negara.

Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas pertimbangan:

a. kebutuhan masyarakat;

b. kebutuhan pembangunan daerah;
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c. kebutuhan akses pendidikan di daerah pemekaran, perbatasan
antarnegara, terluar, terpencil, dan terisolasi; dan

d. percepatan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

Pasal 3
Pendirian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. analisis kebutuhan masyarakat;

b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah
provinsi; dan

c. rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan
madrasah.

Persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh Direktur
Jenderal kepada Menteri.

Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mencakup antara lain
pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,
rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi
pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan
manajemen madrasah.

Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada pencapaian
Standar Nasional Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pendirian Madrasah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 4

Dalam hal Pendirian Madrasah belum ditetapkan oleh Menteri,
Direktur Jenderal menetapkan status madrasah sebagai filial dari
madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai status madrasah filial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENEGERIAN MADRASAH
Pasal 5

Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan
persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan
aparatur negara.



